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1. Jelaskan secara umum tentang tugas dan wewenang dari kejaksaan; dan 
khususnya tugas dan wewenang kejaksaan negeri ? 
2. Sejauh yang bapak/ibu ketahui, bagaimanakah peranan kejaksaan negeri 
dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (eksekusi) ? 
3. Tahapan / mekanisme mulai dari adanya putusan hakim hingga menjelang 
pelelangan terhadap barang rampasan untuk negara ? 
4. Bagaimanakah peranan kejaksaan dalam melakukan pengelolaan terhadap 
barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in kracht) ?  
5. Langkah apa saja yang dilakukan kejaksaan apabila ada perlawanan pada saat 
akan melakukan eksekusi terhadap barang-barang rampasan hasil dari tindak 
pidana korupsi (dalam kasus perkara No. Reg : 148/Pid. B/2005/PN.SMG) ada 
barang rampasan berupa rumah, tanah dan sepeda motor. 
6. Hambatan apa saja yang sering dijumpai oleh kejaksaan pada saat melakukan 
pengelolaan terhadap barang-barang rampasan tersebut ? 
7. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi/meminimalisasi hambatan 
tersebut ? 
8.  Pada saat melakukan proses lelang dan barang rampasan telah terjual lalu 
siapakah yang berwenang mngelola uang hasil lelang tersebut ? dan 
bagaimana langkah selanjutnya ? 
9. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh kejaksaan ketika mempersiapkan 
proses pelelangan barang-barang rampasan? 
10. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ? 
11. Menurut bapak/ibu sudah baik atau belum sistem pengelolaan barang 
rampasan yang ada di Institusi kejaksaan pada saat ini, khususnya peranannya 
dalam mengelola barang-barang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap ? 
12. Saran dari bapak/ibu terhadap sistem pengelolaan yang telah ada di institusi 
kejaksaan ? 
